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PERATURAN DAERAH KOTAMALYA DALHAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

NOMOR L TAHUN 1995

TENTAME

SUSUNNN ORGANISASY DAN TATA EERJN KANTOR BINA SOSINL POLLTIE
KOTAMADYA DAERAH TINGKNAT I MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

BENGAN RAHMNAT TUHAN YNNG MAHA ESN
WAL TKOTAMNADYN KEPALA DAERNH TINGKAT 11 MOJGRERTO

bahwa dalam rangka peningkatan kerlarncaran
tugas dan fungsi Pemerintah Yotamadya Dacrah
Tingkat [l Mojokerto selaku polakcana kebijak-
sanaan pembinaan  cosial  politik di Dacrah
socara berdaya guna dan berhasil guna, cebagai
tindak lanjut pelaksanaan rumusan kehijaksana-
an umum yang ditetapkan aleh Pemerintah Pusat
dan rumusan penjabaran kebijakcanaan umum glch
Pemerintah  Propinsi  Daerah Tingkat [, maka
dipandang porlu menetapkan Susunan  Organicani
dan fata FKerja fantor Bina Sozsial Politik
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

batwe  wcohubungan  dengan maksud huruf a kon-

Sidorar 1n: dany webagal pelaksanaan Keputusan
Meontorl  Dalam  Megeri Nomor 20 tabun 1994
tentang Urgenisacl dan Tata Korja Kantor Hina
Sosial Pulitik Propinoi Dacrah Tingkat I dan
Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tinghot 11, maka dipandang perlu  mene—
Ltapkan Suzunan rganicasi dan Tata Keria
Kantor Bina Soucial Politik Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto yang dituangkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor O tabhun 1974 tentang
Pokok—-pokok Pemerintahan Daerah :

Undang-undany Nomor 17  tohun 19530 tentang
Fembentukan Daerah Kola Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jowa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

Peraturan  Pemcrintah Nomor 47 tahun 1782
tontang Peorubahan Batas Wilayah Kotamadya Dae—
rah Tingkat II Mojokerto ;

Peraturan  Pomerintabh Nomor & tahun 1988  ten—
tany Kourdinasi Hegratan Inctansi Vertikal di
Daeratr ;

Poraturan  FPemerintabh Nomor 15 tahun 1992 teon-
tang FPenyelenggaraan Obtonomi Daerah  dengan
Titik Berat pgada Dacrab Tingkat IT1



6. Keputusan Menteri Dalam Neogeri Nomor & tabhwun
1988 tentang Prousedur Penctapan Produk-produk
Hukum di Lingkungan Departemcn Dalam Negeri 1

7. Keputusan Meonteri Dalam Negeori Nomor 81 tabun
1993 lentang  Bentuk  Peraturan Daeralhr  Jdan
Peoraturan Daerab Perubahan

H. Keputucan Mentori Dalam Megoeri Nomar 97 tahun
1293 tentang Pola Organisas: Pemerintah Daerah
dan Wilayah

9. Keputusan Menteri  Dalam Negeri Momor 20 tahun
1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Bina Sosial Politik Propinsi Dacraly Tingkat [
dan tanbtor Bina Sosial Politik  Kabupaten/
Kotamady w Davr alby Tingkat 11

10. Inslruis:y Menleri Dalam Negeri Nomor 31 tahun
1994 tevitang Peltunjuk  Pelakcanaan Koputusan
Menter i Dalaa Megeri Nomor 20 tabun 1994 ten-—
tano Uryenioast dan Tata Kerja Kantor Bina
Sowial #al:lik Propinsi Dasrah Tingkat I dan
Kantor Hina Sosral Politik Kabupaten/Kotamadya
Daerah [ingkabt II.

Mempoerhatikan : Suratlt Gubernur Kepala Daocrah Tinglhat T Jawa §imur
tanggal T September 1994 Nomor 051/14149/041/719294
perihal Organisas:y dam Tata ¥erja Kantor Bina
Sosial Politik Propansi Daerab Tingkat | dan
Kantor Bina Sosial Politik ‘shupaton/Kotamadya
Daerah Tingkat [I.

Bengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dacrah
Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUS KAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT 11
MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN DRGANISASTI  DAN  TATNH
KERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT IT1 MOJDKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Forabturan Dacrah ini vang dimaksud

a. Bubornur ¥epale Dacrah, adalah Gubernur Kepala
Daerah Tinykat I Jawa Timur ;

b. Walikotamadya kepala Daerah, adalahh Walikota-—
madya Fepala Daerah Tingkat 11 Mojokerto g

. Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah, adaiah Dowan
Perwakilan Rakyat Dacrah Hotamadya  Daerah
Tingkal II Mojokerto j

d. Propinsi Daprah Taingkat I, adalah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur ;



. Kotamadya Daerah Tingkat I7. adalah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto j;

f. Kanltor Hina Sosial Politik Kotamadya, adaleh  Mantor
Bina Sosial Politik Kotemadya Daerah  Tingkalt 17
Mojokerto.

gaAaB II

KANTOR BINA SOSTAL POLITILIK
KoOTAMADYA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1} Kantar Bino Zooial Politik Kotamadya adalah Unsur
Folaksana Wilayah/Naprah yang berada dibawabh  dan
ber tanggunyg jawabh  kopada  Walikotamadya Kepala
Dacrah dan  cocars toknis fungsiomal dibina  oleh
Gubernur Kopala Lavrah g

{2) Kantor Binas Sooial PFolitik Kotamadya dipimpin oleh
seorang Kepala.

Facal =

Kantor Bina Sooial Politik Kotamadya mempunyal
tucas membarttu Walikotamadya Kepala Dacrah dibidang
pembingan sosial politik secual kebijakoanaan  Pemerin-
tan dalam melakcanakan pembinaan politik dalam negeri
varg meliputi pembinaan umum, pembinaasn kesatuan bang-
Sa . pembinaan macyarakat serta pembinaan  polibik  dan
keitonteraman  sebagai  pelakcanaan Garls—garis Beooar
Haluarn Negara berdasarkan Undang—-undang Dasar 1945,

FPasal q

Uniuk menyelenggarakan tugas schagaimana  dimak-—
sud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Bina
Sasial Politik Kotamadya mempunyair fungsi =

a. penyusunan rencana pelakcanaan kebijaksanaan, renca—
na dan  program, pemberian bimbingan, pembinaan
teknis dan pengamatan terhadap keglatan di hidang
conial polibkik

b. koordinasi dan hkorja cama dengan  semua Instansi/
lLembaga terka:t dalom rangka memantapkan dan  me-—
melihara otabslitas politik

c. analisis dan ovaelutas: oerta menyusoen laporan di-
bidang sosial polibik 3

d. penyelenggaraan keglatan kecekretariatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Yantoor Bina Social Politik Kotamadya

2

Pasal pi

Susunan Organicasi Kantor Birna Sosial Politin
Kotamadya terdir: daril :



a. Sub Bagian Tata U=aha ;
b. Sekoi Pembinaan Umum dan Pembinaon Mawvyvarakat H
C. Eckoi Poembinaan Kecatuan Bangsa H
d. Seksoi Pembinaan Politik dan Ketenteraman ;
c. ¥Felompok Jabatan Fungoional .
Paragraf 1

Sub Bagian Tata Uuaha

RPasal &

(1) Sub  Bag:iano : cha mempuny atl tugas melaksanakan
kegiatan Recotrolariotan yang melipuats perencanaan ,
poengeliolaan Bogangan dan kepogawalian certa urasan
koetataucahaan dan riunah bangga

{2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pawal 7

Untuk menyelenggarakan tugas «acobagaimana  di-
mak-ud  dalam Pasal & Poraturan Dacrah ini, Sub #agien
fats U=maha mempunvai fungoi :

a. nenylapkan  bahan koordinacl pelaksanaan tugas—tugas
pembinaan umum, pembinaan masyarakal, prrnh Loaan
Lecatuan  banyca serta pembinaan politik dan keten-—
Leraman 3

L. percncanaan, pemantavan, analisics dan ovaluaci serta
penyelenggaraan sisteom informasi, dokumentasni  dan
kehumacan g

. pengelolaan kouangan g
d. pengelalaan kepegawaran j
o. ketatausahaaso dan rumah tangga.
ool £
Sub Haoian Yata lisaha terdiri dari :
a. Uruscan Peroncanaan

b. Urusan Keuangan ;

. Urusan Umum.

Pasal ?

{1} Urusan Perconcanaan mempunyai tugas menyiapkan ron
cana  dan program-program ker ja., mertgumyad kan dan
mengalaly data, menyucsun ctalictik dan pelaparan,
melaknanakan pomantacan analisis  dan Owaa i

pelaksenaan tugas, menyelenggarakan Sisbtem inftorma-
1 dan dokumentaoi serta menyiaphan nackab  pelak-
Gaaan peraturan perundang-undanuyan dibidang social
politik ;

~
k]
P

Urusan Feuangan wmempunyai  fugas menyusun rencana
angyaran, pengelolaan  administrasi  keuanyan  dan
memberikan bhimbaingan teknis adminintra-=: Kedtangan



{(3) Urusan Umum mempunyai  fbugas menyusun rencana ke
butuhan/pengadaan, pembinaan, mutani, kesejahteraan
dan adminittraci kcpegawaian serta mengkoordinasi-—
kan  urucan ketatausabaan dan pelayanan  pimpinan,
melakoanakan  urucan surat menyurat, pengectikan,
penggandaan, tearsipan, perlengkapan, urusan dalam
dan perjalanan dinas.

Paragraf 2

Sehoil Pemnbinaan Umum dan
Pembinaan Masyarakat

Pasal 10

Sekei  Pembinaan Umum dan  Pembinaan Masvyarakat
MEeMpUny al tugas melaksanakan pembinaan  keuaratan  di-
bidang pembinaan umum dan gembinaan masyarakat v ang
meliput: pelakcanaan kebijaksanaan  teknis  ponycleng-
garaan pemilibhan umum, habungan aparatur pomer intah dan
Doewan Perwakiican Rakyat Daerah serta pembinaan  forba-
dap arganicaesi kemasyarakatan, lembags  komacyarak.aton
dan gagamaan.

Pasal 11

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana  dimak-
Ssud dalam Pasal 10 Peraturan Daerabh ini, Seksy Peombi-
aaan Umum dan Pombinaan Masyarakat mempunyai fung=s :

a. penyiapan bahan kebijakoanaan teknic penyelenggar aan
pemt L than umam g

b. pembinaan bubungan dengan aparatur pemerintah, meng-—
adakan  koordiransi den kerja cama dengan Dewan Por-—
wakilan Rakvalt Daerah

c. pembingan terhadap wrganisasi  politik, organicasi
kemasyarakatan sorta iombaga kemacyarakatan dan ke-
agamaan j

d. penyiapan bahan koordinasi, koncultas:t  dan tata
kerja sama dengan  organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan  serta lembaga  kemacyarakatan dan
kocagamaan .

Pacal 12
Srksi Pembinaan Umum dan  Pembinaan acyar akal
terdir: dari oz
a. Sub Sekci Pemiliban Unum ;

b. Sub Scksi Aparatur Poemerintah dan  Dowan  Perwakilan
Rakyat LDaerah j

c. Sub Sekci Organisaci Politik

d. Sub Scksi Lembaga Kemasiyar akatan dan Kcagamaan.

Pasal i3

(1} Sub  Schkoi Pomalihan Ukam mempunyai tugas penylapan
bahas  koordinaci dan kerja sama dengan Inctansis
Lombraga  terka:t, selakukan analisis dan  evaluasi,
dokumentassi pa=waliban umum serta memproses penggan—
tian antar wakiv anggota Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah/Lembaga Musyawar ah Fota



{Z) Sub Scksi NAparatur Pemerintab dan Dowan Perwakilan
Rakyat Daerah mempunyal tugas smelakukan pombinaan
hubungan dengan aparatur pemerintah serta melakukan
koordinasi, konsujltasi dan kerja cama dengan  Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah/Lembage Mucyawarah  ¥ola
untuk mendapatkan bahan—babhan dan pandangan—pan—
dangan vang diperlukan dalam ranglka momantapkan
<tabilitas politik g

{3) Sub Sckoi Organisasi Politik mempunya:i tugas me-
lakukan pembinaan serta kerja sama dongan organi--
sani politik ;

(1) Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan mem—
punyal tugas melakukan pembinaan certa kerja sama
dengan organisasl kemasyarakatan, lembaga keomasya—
rakatan dan keagamaan.

Paragraf 3
Seksi Pombinaan Kesatuan Bang=a
Pacal 14
Scokur Pombinaan Keosatuan Bangoa mempunyal tugas
melaksanckan kogialan pembinaan kesatuan  bangsa  yang

meliputls pembinaan idouiogi, pembinaan pembauran  dan
pembiinaan bangsa.

Pacsal 15
Untuk menyelenggarakan  tugac oebagaingne di--
maksud dalam fPasal 14 Poraturan Daerabh 1n:i, Sekol

Pembinaan Krsatuan Bangsa mempunyai fungs: :

a. pelaksanaan pembinasan ideologi Pancacila ;
r. pelaksanaan pombinaan pembour an

. pelaksanaan pombinaan kescatuan bangsa cesuvalr dengan
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  ber—
negara berdasarkan Fancasila.

Pasal 16
Scksi Pembinaan Kecatwan Bangsa terdir:i dari s
a. Sub Seksi Idenlagi
. Sub Sek=i Pembauran ;

c. Sub Seksi Kebangcocaan.

Pacal 17

{1} Sub Sek<i Jdenlogi mempunyal tugas melakukan pom—
bimnaan pomshanan dan ponerapan ideologi Pancasila
dalam rangka momantapkan pemahaman, penghayatan dan
pengamalan nilai-nila: lubur Pancasila dalam  kehi-
dupan bermasyarakat, ber bangsa dan bernegara

{Z2) Sub Sekoi Pembauran mempunyai tugare melaskukan pem—
binaan pembauran dicegala aspek kehidupan dalam
rangka mewujudkan dan memantapkan por satuan dan

kesatuan bangsa



{X) Sub Seksi Kebangosaan mempunyal tugas melakukan pem-
binaan di bidang pewarganegaraan, kepribadian bang--
za, kcopedulian bangsa, kepedulian sosial dan wawa-s
can kebangsaan.

Paraqraft 4
Sck=i Pombinaan Politik dan Ketenteraman

Pasal 18

Sekci  Pembinaan Politik dan Ketentoraman mem—
punyal tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, peng-
galangar dan pengamanan dibidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta
pembinaan kcotenteraman untuk menciptakan situasi dan
kondisi yang kondusnif dalam rangka pemantapan  dan
pemelitar aan stabilites politik vang schat dan dinamis.

Pacal 1%

Untuk menyoelenggarakan tugas scbagaimana dimak-—
sud dalam Pacsal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembina—
an Politik dan kotentoraman mempunyal fungss s

a. pelaksanaan kegiatan  pengamatan, penggalangan  dan
pongamanan situasi dan kondici sosial politik dalam
rangka memantapkan dan memelihara otabilitas politik
vang zehat dan dinamis ;

b. pelaksaraan kegiatan pengamatan dan pengamanan o
tuaci dan kondisil sosial ekonomi dalam ranoka meman-
tapkan dan memelihara stabilitas eckonomy 2

c. pelakesanaan keglatan pengamatan dan  pencegahan 51—
tuasi dan kondisi social budaya dan pengawasan or ang
azing dalam rangka memantapkan «tabilita<c cowial
budaya dam meningkatkan kewaspadaan nasional

d. prlaksanaan kcogiatan pembinaan ketenteraman dalam
rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang ter tib,
aman dan tenteram.

Pasal 20
Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman tordirid
dari :

a. Sub Sekgi Pengamatan Politik ;

b. Sub Seks: Pengamaban Ekonomi g

c. Sub Seksi Pengomatan Sosial Budaya dan Orang Asing 3

d. Sub Sekoi Kotonteoraman.

Pasal 21

(1) Sub Scksi Pengamatan Politik mempunyal tugas melak-
zmanakan keogiatan, pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka pengamatan, penggalangsn dan pengaman-

an dibidang sosial politik, untuk menciptakan
si1tuasi dan  kondisi yang kondusif dalam  rangka
memantapkan dan memelihara <tabilitas politik  vang

sehat dan dinamis, pencegahan  terhadap munculnya
bahaya latent ekctirim kiri dan eksterim kanan aerta
pembinaan dan pengawacsan terhadap bekas tanahanm dan
tickas narapidana 6.30.%5/PKI



(2} Sub Sekol Pengamatan Ekonomi mempunyal tugasn me—
laksanakan kegiatan, pengqumpulan dan pongolshan
data dalam rangka pengamatan dan  pengamaran di-
bidang ~ocial ckonomi untuk memantapkan dan moml e
hara ctabilitas ekonomi j

{3) Sub Sekoi Pongamatan Sosial Budaya dan Grang dsing
mempunyal tugas melaksanakan kogiatan  pengamatan
dan pencegahan dibidang soasial budaya serta  penga-
WATAN Orang a':.inq H

{4) Sub =eksi Ketenteraman mempunyal tugoes melaksanakan
kegiatan peombinaan kctenteraman dalam  rangka  moe-—
ningkatkan dan memantapkan kehidupan manyarakat
vang tenteram, aman dan tertib.

Haragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsianal

Facal 22
Kelompok Jibatan Fungsional mempunyal tugas
melaksanakan kogiatan mombantu  Kepala Kantor Bina

Social Politik kolanadya secuail ke2ahlian dan kebutuhan.

i’azal 23

{1) Kelompok Jabaten Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Poraturan Daerah ini, terdiri  dari
cejumlah  tenaga dalom jenjaeng Jabatan Fungsional
vang terbagi dalam borbagai kelompok sesuar  denogen
keahliannya ;3

(2} Setiap Kelompok dimaksud pada ayat (1) FPacal ini,
dipimpin aglech ceorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Walikotamadya Kepaia Dacrah dan
bertanggung jawab keopada Kepala Kantor Bina Social
Palitik Kotamadya j

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimak-sud pada ayat (1}
Pasal ini, ditentukan berdasarkan  kobutuhan  dan
beban kerja ;

(13} Jenis jenjang Jabatan dimaksud pada ayabt (1) Pasal
ini, diatur nsescual dongan peraturan perundang-—
undangan .

TAT N X ERJIN

FPasal 24

Daiam meiakcanakan tugaesnya, Kepala Kantor Blna
Sosial Poliatik fkotamadya, Kepala Bagian Tata Usaha,
para Kepala Sekcsi, parve Kepala Urucan dan para  Kepala
Sub Seksi dilingkungan Kantor Bina Sosial Politik
Kotamadya wajib menerapkan prinsip koordinasi, mtor -
grasi dan Sinkronicasi secara vertlikal dan  borisontal
baik dalam lingkungan Pemer intah Dacrah maupun  dengan
Instansi lain sesuail dengan tugacnya masing—masing.



Pasal 25

{1) Setiap pimpinan satuan organicsasi dalam lingkungan
Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya, mongkoordina-
Cikan bawahannya masing-macing dan mombor Lkan
bimbingan <scria peluniguk bagi  pelakcaonaan tugas
bawahan j

{Z2) Setiap pimpinan Satuan Orgenlcasi wajilbh mengikutl
dan mentaati pctunjuk—petunjuk, ber tanggung Jawab
dan menvampaikan  laparan berkala keopada atazan
masing-—-masing tepat pads waktunya j;

{2} Setiap laporan wajib diolah dan dipergunakan ce—
bagai bahoen  ponyucunan laporan lebih lanjut dan
untuk bahan por bimbangan pelaksanaan tugas.

Fazal 26

Parz Kcpala Sckoi menyampaikan  laporan kepada
Kepala kantar Bina Saocial Pelitik Fotamadya dan berda-—
zarkan laporan torscbul Keopola Sub Bagian  tata Uoaha
MONY USUn laporan beorhkala Kantar Bisia Sosial Politik
Fotamadya.

Pacal 27

¥oepala Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya obas
nams Walitkotamadya Keopala Daerah, memberikan  pombinaan
dibidang cosial pilitik kepada Camat.

Pacal 28

Camal menyampaikan laporan peclak<ansan tuga-n dan
hal-hal yany mcenonjal dibidang sosial politik kepada
Walikotamadya Kepala Daerah melaluil Fepala kantor Bina
Sacial politik Kotamadya.

BaB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTINN

Pacal 29

({l} Kepala Kantar Bina Sosial Politik Kotamadya di-
angkat dan dibhorhontikan oleh  Gubernur Kepala
Daecrah atos usul Kepala Kantor Binae Sosial Politik
Dacrah Tingkal I dam —aroan portimbangan dari Wali-—
kotamadya Kepala Dacrah g

{2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ¥opala Sckoil di-
Lingkungan Kantor Bina Sopcial Politik Kotamadya
diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamdya Kopala
Dacrah atas usul Kepala Kantor Bima Sonial Paolablk
¥Fotamadya.

FPacal 30

Pejabat-peiabat lainnya di lingkungan  Kantor
Bina Social Politit Kotamadya diongkat dan dibocrheonbi-
kan  sesuail dengaen poraturan porundang-undangan yang
bor lakuw.



BAB ¥
PEMBEAY NNAN

Pasal 31

Segala beaya vang diperlukan untuk  pelokocanaan
tugas Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya dibebankan
pada /Nnggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  Kolamadya
Docrah Tingkat II Mojokerto, Anggaran Pondapatan  dan
Belanja Daerah Proping: Daerah Tingkaot 1 certa Anggaran
Pendapatan dan Belanjz Mogara.

Facal 3I2

Dengan tidak  mengurangi  kotentuan  scobagaimana
dimakoud dalam Pacal Z1 Poraturon Daerabh  ini, kepada
Kantor Bina Co-ial Poliftik ¥otamadya dapat diborikan
bantuan occosuar poretur an peorundang-undangan yang  ber—
laku.

aaB VI
FETEMTUNN LAIN-LAILH

Paral I3

Bagan Sucunan Organicaci dan Tata Korga  Kantor
Bima Sosial Politik Kotamadya ocbagaimana  tordantum
dalam lampiran Peoraturan Daerah In: ceorta sorupakan
bagion yany tidak terpisahkan dari  Peocaturan Dacrah
ANk,
Pasal 31
Hal-—-hal lain yang belum diatur dalam Poraturan

Dacrah irni  cepanjang mongonal pelakcanaanny a akan
diatur lcbih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

FPoraturan bDacroh ini mulsail berlaku pada tunggal
diundangkan.

AAgar cSupavae sSotiap orang dapat mengetahuinya,
memer intahkan pongundangan Poraturan Dacrab ini dengan
pencmpatannye  dalam Losbaran Dacrabh ¥otamadya Daerah
Tingkat 11 Mojohko: bo.

Nitoctapkan di : Mo 10 kor £ o
pada tanggal 24 Pobruars 1995
DEWAN PERWUAKILAM RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYO KEPALN DNERNOH
KOTAMADYN DAERAH TINGENAT 11 HMOJOKERTO TIMGKAT IT1 MOJOKERTO
Kotuc,
Cap. ttd. Cap. bhd.

R.

SOEHNDI TEGOEH SCeJOMO, S.H.



KEPALA KANTOR
SINA JO5IAL POLITLH

i
i
'
I
1

]
I

E i———————i SUB BASIAN TAT4 LZaks
z T

} L
t :
; ; : j
Py L
KELCMPOK JABATAN] Vo URdsax | URUGAN ; URUSAN
FUNBE IONAL i FERENCANAAN !l HEUANBAN | VKUK
O — i L J
r i ¥
i - ; \ | ;
T SERS! PEMEINGRN UMLX AEE LR P SERE] PEME[HARN FOLITIR
|

e {DAK PEMBINAAN MAZYARAKAT LEIAfdan enhidaa

|
! |0 RN HETENTERAMAN |
]

! |
: t t | |
; ‘
I
3
| 38 sEie POD e smar Pl e sl
L OPENILUMN | TBEQLOET | b PENGANIAN FOLITH
! 1 ! i H
. H ] |
Py H : L H i
: H l i A H
ST P e st SRR
AR FERIN L RS AR |l FET Do
DAN 5FRE :
j
25 SEKSI | U SEKS] 503 SENS! :
f GRSANISASI FOLITIR | Li K5 AHGIAAN | |JFENGANATAR S0STAL EUGOD!
! DAK JRANG ASING ]|
i
508 SEKS!

L LEMBAGA KEMA3TARAKATAN
AN REABAMAAN




Ir.

P ENJIELAS AN
a7 ASs

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DNERAH TINGKAT {1 MOJOKERTO
NOMOR 1 TAMUN 19995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA KANTOR BINA SUOSINL POLITIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputuson Montceri Dalam Nogori
NMomor 20 tabhun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina
Social Politik Propingil Dacrah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial
Politik Kabupaton/Kotamadya BDacrah Tingkat II, maka dimaksudkan
agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah  DRacrah Ting—
kat I dapat meningkalkan pembinaan sousial politik di Daerahnva
sesual kebijaksanaan Pemerintab atasannya vang meliputi pembinaan
umum pembinaan kosatuan bangoe, pgembinaan masyarakal sorta  pem—
binaan politik dan kctooterowman scbagai pelaksanaan  Bar is—garis
Becar Haluan Megara Lerdazarian Undang-undang Dacare 19450

Untuk mencapai otfelktifitas dan cfeciensi <sosual  dengan
Ssituani dan kondisi pola arganicasi Kantor Bing Sooial Politik
Kotamadya Dacrah Tingkat I1 Mojokorio, berdasarkan ponentuan ckor
vang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Pola Minimal.

PENJELASAN PNASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 : cukup jelao.

age nMsS age



